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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR: 36| /UN18.F3/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MATARAM NOMOR: 149/UN18.F3/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK

Menimbang

‘Mengingat

2019/2020

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan

mahasiswa pada Program Studi Doktor llmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Mataram, perlu mengangkat Promotor dan
Ko Promotor pada program studi dimaksud;

. bahwa berdasarkan Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu

Hukum Nomor 071/UN18.D1/HK/2020 tanggal 23 Juli 2020
hal Mohon Perubahan SK tentang Promotor dan Ko Promotor
tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b tersebut maka perlu menerbitkan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram tentang
Pengangkatan Promotor dan Ko Promotor pada Program Studi.
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram
Tahun Akademik 2019/2020.

Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembar Negara Nomor 4301};

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggl (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan
Lembar Negara RI Nomor 5336);

. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2005
Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tingg (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan
Lembar Negara Rl Nomor 5500);

. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor : 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram,;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Mataram;

. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

. Keputusan Dirjen Dikti Mendikbud Nomor 30/E/0/2013

tanggal 31 Januari 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Program
Magister Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram;

. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor : 1 Tahun 2017

Tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

10.

11.

12.

13.

Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor : 8 Tahun 2019
Tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram;

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor :
5105/H18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas
Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat
Keputusan,;

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor:
13237 /UN18/KP/2018 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas
Mataram Periode Tahun 2018-2022;

Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor :
3283/UN18/HK/2018 tentang Pengelolaan Program Studi

Magister Dan Doktor Di Lingkungan Universitas Mataram
Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

MATARAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM  UNIVERSITAS MATARAM NOMOR:
149/UN18.F3/HK/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM
STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  FAKULTAS  HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

: Mencabut Keputusan Dekan Nomor 149/UN18.F3/HK/2020

Tentang Promotor dan Ko Promotor Mahasiswa Program Studi
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram
Tahun Akademik 2019/2020;

: Mengangkat saudara-saudara sebagai Promotor dan Ko Promotor

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Mataram Tahun Akademik 2019/2020, yang
namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini;

: Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini

dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas
Mataram Tahun Anggaran 2020;

: Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram ini

mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 2020. Apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Agustus 2020
DEKAN FAKULTAS HUKUM

1/UNIVERSITAS MATARAM,

YHIRSANUDDIN
NIP 196212311988031011.1\




LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR /UN18.F3/HK/2020

TANGGAL 5 AGUSTUS 2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM NOMOR: 149/UN18.F3/HK/2020
TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO
PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

No. Nim Nama Judul Promotor
Hak Konstitusi Warga Negara Dalam Penyelenggaraan | 1. Prof. Dr. H.M. Galang Asmara.,SH.,M.Hum
1 I3B18001 | Adhar Hakim Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Dasar Negara | 2. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W.,SH.,M.Hum
Republik Indonesia 1945 3. Dr. H.M. Kaharuddin.,SH., MH
Rekonstruksi Prinsip Layak dan Adil Dalam Ganti Rugi} 1. Prof. Dr. H. ZainalAsikin.,SH.,SU
2. I3B18002 | Hasan Basri Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 2. Dr. H. Arba.,SH.,MH
3. Dr. WidodoDwiPutro.,5H. M. Hum
Khairul Pengkonstitusionalisasian Pengujian Peraturan 1. Prof. Dr. H. GatotDwiHeiiro \E;I;SS.,M.Hum
3. |13B018003 . Perundeng-Undangan Dalam Menciptakan Kepastian | 2 M. HayyanulHag, SiL,LL M., Ph.
Natanagara 3. Dr. RR. Cahyowati.,SH.,MH
Hukum.
o Al-Maqosid Al-Syari’ah (Tujuan Hukum I[slam) dalam | 1. Prof. Dr. Hj. Rodliyah.,SH.,MH
4 138018004 | L&lu Mujahid tindak pidana Zina, Pembangunan Hukum Nasional yang | 2. Prof. Dr. H. ZainalAsikin.,SH.,5U
Imaduddin Adil dan Beradab. 3. Dr. H. Muhaimin.,SH.,MH
Konsep Idiologi Dalam Undang-Undang Ormas No. 16 1. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W.,SH. M.Hum
: . Tahun 2017 dan Implikasinya Terhadap Ham 2. Dr. H. LaluParman.,SH.,MH
5 138018005 | Najamuddin 3. Dr. AniSuryaniHamzah.,SH. MH
Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Penggunaan | . Prof. Dr. H. ZainalAsikin.,SH.,5U
6 138018006 | Noviarianti dan Pemanfaatan Tanah Bagi Kesejahtraan Masyarakat | 2. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W.,SH.,M.Hum
' (Studi Terhadap Hak Atas Tanah yang Tidak Memiliki | 3. Dr. Sahnan.,SH.,M.Hum
Akses Menuju Jalan Umum)




. Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Pembentukan L. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W.,SH.,M Hum
7. I3B018007 | Pahittiartik Peraturan Perundane-Undanean 2. Prof. Dr. H.M. Galang Asmara.,SH.,M.Hum
& sat. 3. Dr. H. Kaharuddin.,SH.,MH
Kontrak kerjasama antar pemerintah daerah dalam | 4. Prof. Dr. H.M. Galang Asmara.,5SH.,M.Hum
8. [3B018008 | RR. Rita Hidayati | pengadaan . Infrastruktur (Persampahan) dengan Pihak | 1, Prof. Dr. H. Zainal Asikin.,SH.,5U
Ketiga 2. Dr. H. Djumardin.,SH.,MH
Penguatan Fungsi Legislasi DPR Rl Pasca Amandemen | 1. Prof. Dr. H.M. Galang Asmara.,SH.,M.Hum
9. [3BO18009 | Sri Karyati UUD NRI Tahun 1945 Dalam Rangka Pembaharuan | 2. Dr. Minollah.,SH.,MH
Hukum Nasional 3. Dr. RR. Cahyowati.,SH.,MH
Rekonstruksi Lembaga PraPenuntutan Dalam | 1. Prof. Dr. Amiruddin.,SH.,MH
Syamsudin Mewujudkan Fungsi Cheks And Balance Dalam | 2. Prof. Dr. Hj. Rodliyah.,SH.,MH
10. | I3BO180O10 Baharuddi Penggunaan Kewenangan Antara Penyidikdan Jaksa| 3. Dr. H. LaluParman.,SH.,M.Hum
aruddin
Penuntut Umum.
Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Oleh | 1. Prof. Dr. H.M. Galang Asmara.,SH.,M.Hum
11 13B018011 Tahir Musa (TM) Pemerintah dalam Pelaksanaan Ibadah umroh (Studii{ 2.L.M. HayyanulHaq.,SH.,LL.M.,Ph.D
' Luthfi Yazid Kasus Kegagalan Umroh Kolektif First Travel dan Abu ! 3. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W.,SH.,M.Hum
Tour)
Implementasi Pasal 31 (3) UUD 1945 Dalam Kebijakan | 1. Prof. Dr. H. LaluHusni.,SH,,M.Hum
12. 113B018012 | Yuliatin Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 2. Dr. H. Kaharuddin.,SH. MH
3. Dr. H. Hirsanuddin.,SH., M. Hum
Rekonstruksi Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah | 1. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W.,5H.,M.Hum
13. | I3B017006 | Mohan Roliskana | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | 2. Prof. Dr. H. ZainalAsikin.,SH.,3U
Tentang Pemerintah Daerah. 3. Dr. RR. Cahyowati.,SH.,MH
; . . 1. Prof. Dr. H. SalimHs.,SH.,MS
14. | 13B016005 | Saharjo Eclf:no;efgﬁe;a;aﬁanixifta Investasi di Kawasan | o po 'y pirganuddin.,SH.,M, Hum
3. Dr. Muhammad Sood.,SH.,,M.Hum

Ditetapkan di Mataram
DEKAN FAKULTAS HUKUM
,,UNIVERSITAS MATARAM,

HIRSANUDDIN

NIP 19621231198803101 1:1
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

NOMOR
TANGGAL 13 JANUARI 2020

TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN
KO PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM
STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS

/UN18.F3/HK /2020

HUKUM UNIVERSITAS MATARAM "TAHUN
AKADEMIK’EQO 19/2020
No.  Nim Nama Judul Usulan Tim Promotor
Hak Konstitusi Warga Negara Dalam Penyelenggaraan | 1. Pi;of. Dr. H.M. Galang Asmara.,SH .,M.Hum
| 1_ I3B18001 | Adhar Hakim Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Dasar Negara: | 2. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W. ,SH.,M.Hum
: ' ' Republik Indonesia 1945 ' - ‘3. Dr. H.M. Kaharuddin. ,SH. MH
2 1381800 . Rekonstruksi Prinsip Layak dan Adil Dalam Ganti Rugi | 1. Prof. Dr. H. Zainal Asikin,,SH. ,SU
: 2 | Hasan Basri Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 2. Dr. H. Arba.,SH.,MH
— — : 3. Dr. WidodoDwiPutro,,SH.,.M.Hum
3. 138018003 Khairul Pengkonstitusionalisasian Pengujian Peraturan | 1. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W.,5H.,M.Hum
Natanagara Perundang-Undangan Dalam Menciptakan Kepastian | 2. LM. HayyanulHaq.,SH.,LLM. ,Ph.ID
Hubkum. | 3, Dr. RR. Cahyowati.,SH,,MH
Latu Muiahid %I‘Maqﬂs.ld Al-Syari’ah (Tujuan Hukum Islam) dalam | 1. Prof. Dr. Hj. Rodliyah.,SH.,MH
4 I3B0O18004 mad ;‘ém Iutfiak pidana Zina, Pembangunan Hukum Nasional yang 2. Prof, Dr. H. ZainalAsikin.,SH. ,SU
u 4Adil dan Beradab. 3. Dr. H. Muhaimin.,SH.,MH
Konsep Idiologi Dalam Undang-Undang Ormas No. 16 1. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W. SH.,M.Hum
5 13B018005 | Najamuddin Tahun 2017 dan Implikasinya Terhadap Ham 2.Dr. H, LaluParman.,SH.,MH
. 3. Dr. AniSuryaniHamzah.,SH.,MH
fsas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Penggunaan | L. Prof. Dr. H. ZainalAsikin.,SH.,SU
6. I3B018006 | Noviariant dan Efemanfa.atan Tanah Bagi Kesejahtraan Masyarakat 2. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W, SH.,M.Hum
. {3tudi Terhadap Hak Atas Tanah yang Tidak Memiliki 3. Dr. Sahnan.,SH.,M.Hum
fkses Menuju Jalan Umum) ‘
. ' e s Fenerapan K : 1. Prof. Dr. H. GatotDwiHendro W.,SH.,,M.Hum
7. | I3BO18007 | Pahittiartik Penerapan Konsep Omribus Law Dalam Pembentukan | 5" pof Dr H M. Galang Asmara.,SH.,M Hum
raturan Perundang-Undangan. -
3.Dr. H, Kaharuddin.,SH.,MH




Perjanjian Kerjasama Antara Daerah Dalarh Pengelolaan

Prof. Dr. H. Salim HS.,SH.,MS

Llonomi Khusus Mandalika

1
8. I3B018008 | RR. Rita Hidayati 2. Prof. Dr. H. ZainalAsikin.,SH.,SU
| Perseroan Terbatas 3. Dr. H. Djumardin.,SH. MH
i Penguatan Fungsi Legislasi DPR RI Pasca Amandemen | 1. Prof Dr. H.M. Galang Asmara.,SH..,M.Hum
9. I3B018009 | Sri Karyati UUD NRI Tahun 1945 Dalam Rangka Pembaharuan | 2. Dr.Minollah.,SH. MH
Hukum Nasional 3. Dr. RR, Cahyowati.,SH.,MH
Rekonstruksi Lembaga PraPenunfutan Dalam | 1. Prof. Dr. Amiruddin,,SH.,MH
Syamsudin Mewujudkan Fungsi Cheks And Balance Dalam | 2. Prof. Dr. Hj. Rodliyah.,SH.,MH
10. | I3B018010 Baharuddin Penggunaan Kewenangan Antara Penyidikdan Jaksa| 3. Dr. H. LaluParman.,SH.,M.Hum
; Penuntut Umum. :
_ Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Oleh | 1. Prof. Dr. HM. Galang Asmara.,SH ., M.Hum
11. | 138018011 | T2hir Musa (TM) | Pemerintah dalam Pelaksanaan Ibadah wmroh (Studi| 2.LM. HayyanulHaq.,SH.,LLM.,Ph.D
Luthfi Yazid Iiiiasu]s Kegagalan Umroh Kolektif First Travel dan Abu} 3. Frof Dr. H. GatotDwiHendro W.,SH.,M.Hum
our :
implementasi Pasal 31 (3) UUD 1945 Dalam Kebijakan | 1. Prof. Dr. H. LaluHusni.,SH.,M.Hurn
12. | I3B018012 | Yuliatin Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal 2. Dr. H. Kaharuddin.,SH.,,MH
' RN, | |1 ‘ ' ‘ 3. Dt. H. Hirsanuddin.,SH.,M.Hum
Rekonstruksi Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah | 1. Prof, Dr. H. GatotDwiHendro W.,5H.,M.Hum
13. | I3B017006 { Mohan Roliskana. | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2. Prof Dr. H. ZainalAsikin.,SH.,SU
Tentang Pemerintah Daerah. 3. Dr. RR. Cahyowati.,SH.,MH
14. | 13B016005 | Saharjo rola_Penyelesaian Senghota Investasi di Kawasan | o ?)I;-OfHD{{nzaiilmSS%HMMSum
3

. Dr. Muhammad Sood.,SH.,M.Hum

Ditetapkan di Mataram
DEKAN FAKULTAS HUKUM
N
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